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PERATURAN BUPATI NATUNA
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TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAHKABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa mengingat pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara 3688);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286),




5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5049),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4021);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Dearah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintan Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan dan Protokuler dan Keuangan




C)

Menetapkan:

Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun
2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2011

Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai
berikut:
1. Pendapatan
a. Semula Rp. 909.538.449.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 136.718.686.407.99
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja
a. Semula Rp. 1.148.858.449.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. _380.000.000.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 239.320.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 243.281.313.592,01
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 1.046.257.135.407,99

Rp. 1.528.858.449.000,00
Rp. (482.601.313.592,01)

Rp. 482.601.313.592,01




b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 482.601.313.592,01

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal L5 Agustus 2011

Diundangkan di Ranai
padatanggal 15 Agustus 20II

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

%%/‘
SYAMSURIZON, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 121



